
  

 

 

 

 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR  30 TAHUN   2018 

TENTANG  

 

PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA  CIREBON, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang  Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 

1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
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Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 551); 

3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

6. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

7. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 



- 5 - 
 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5351); 

21. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81); 
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28. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

194); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 465); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

32. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
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1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

198); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi 

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Cirebon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor  17); 
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38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pajak Daerah  (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 

Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 

2014 Nomor 2 Seri B); 

39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun  2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 

2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3 Seri C); 

40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun  2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 

2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon  Nomor 42); 

41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4 Seri C); 

42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Cirebon Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
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Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013–

2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 11 

Seri E); 

43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63); 

44. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah Kepada  PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.  (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2018 Nomor 5 Seri A); 

45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 

Nomor 7 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah :   

 a. Semula  Rp. 435.840.216.000,00 

 b. Bertambah  Rp. 45.450.353.000,00 

 

 

Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah setelah Perubahan 

Rp. 481.290.569.000,00 

2. Dana Perimbangan :   

 a. Semula  Rp. 834.026.488.000,00 

 b. Bertambah  Rp. 13.258.935.000,00 

 Jumlah Dana Perimbangan  Rp. 847.285.423.000,00 
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setelah Perubahan 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah : 

 a. Semula  Rp. 134.879.620.000,00 

 b. Bertambah  Rp. 32.472.115.000,00 

 Jumlah Lain-Lain 

Pendapatan Daerah yang Sah 

setelah Perubahan 

Rp. 167.351.735.000,00 

4. Belanja :   

 a. Belanja Tidak Langsung :   

 1. Belanja Pegawai :   

 Semula Rp. 636.694.324.000,00 

 Bertambah  Rp. 609.797.687,00 

 Jumlah Belanja 

Pegawai setelah 

Perubahan 

Rp. 637.304.121.687,00 

 2. Belanja Hibah :   

 Semula  Rp. 46.471.958.350,00 

 Bertambah  Rp. 8.315.000.000,00 

 Jumlah Belanja Hibah 

setelah Perubahan 

Rp. 54.786.958.350,00 

 3. Belanja Bantuan Sosial 

 Semula  Rp. 4.125.500.000,00 

 Berkurang  Rp. (1.350.000.000,00) 

 Jumlah Belanja 

Bantuan Sosial setelah 

Perubahan 

Rp. 2.775.500.000,00 

 4. Belanja bantuan keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

dan Partai Politik : 

 Semula  Rp. 723.901.621,00 

 Bertambah  Rp. 0,00 

 Jumlah Belanja 

bantuan keuangan 

kepada Provinsi/Kab/ 

Rp. 723.901.621,00 
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Kota dan Pemerintahan 

Desa dan Partai Politik 

setelah Perubahan 

 5. Belanja Tidak Terduga : 

 Semula  Rp. 905.970.000,00 

 Berkurang  Rp. (600.000.000,00) 

 Jumlah Belanja Tidak 

Terduga setelah 

Perubahan 

Rp. 305.970.000,00 

 Jumlah Belanja Tidak 

Langsung setelah Perubahan 

Rp. 695.896.451.658,00 

 b. Belanja Langsung :   

 1. Belanja Pegawai :   

 Semula  Rp. 22.637.431.695,00 

 Berkurang  Rp. (356.759.384,00) 

 Jumlah Belanja 

Pegawai setelah 

Perubahan 

Rp. 22.280.672.311,00 

 

 2. Belanja Barang dan jasa : 

 Semula  Rp. 547.494.154.803,00 

 Bertambah  Rp. 62.475.754.075,00 

 Jumlah Barang dan 

Jasa setelah 

Perubahan 

Rp. 609.969.908.878,00 

 3. Belanja Modal   

 Semula  Rp. 170.599.549.531,00 

 Bertambah  Rp. 73.939.991.964,00 

 Jumlah Belanja Modal 

setelah Perubahan 

Rp. 244.539.541.495,00 

 Jumlah Belanja Langsung 

setelah perubahan 

Rp. 876.790.122.684,00 

 Jumlah Belanja setelah 

perubahan 

Rp. 1.572.686.574.342 

 Surplus/(Defisit) Rp. (76.758.847.342,00) 
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5. Pembiayaan :   

 a. Penerimaan :   

 Semula  Rp. 26.975.466.000,00 

 Bertambah  Rp. 53.368.725.342,00 

 Jumlah Penerimaan 

setelah Perubahan 

Rp. 80.344.191.342,00 

 b. Pengeluaran :   

 Semula  Rp. 2.069.000.000,00 

 Bertambah  Rp. 1.516.344.000,00 

 Jumlah Pengeluaran 

setelah Perubahan 

Rp. 3.585.344.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 76.758.847.342,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp. 0,00 

 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 4 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 5 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

Wali Kota ini. 
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Pasal 6 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali 

Kota ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 
Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 26 September 2018 
 

Pj. WALI KOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

DEDI TAUFIK KUROHMAN 
Diundangkan di Cirebon  

pada tanggal 27 September 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

  ttd, 
 

    ASEP DEDI 
 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 30 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 
 
 

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. 

Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP. 19621001 199703 1 003 


